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TAHUN ANGGARAN 2003
BUPATI BANDUNG

bahwa scbagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2003, perlu menetapkan
Keputusan Bupaii tentang Penjabaran Perubahan Angggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara
Tahun 1950) ;

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1985 fentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang—undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;

Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4043 ) ;



1.

b

Undang — undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor 20
Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988 ) ;

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcrintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839 );

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 ) ;

Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

Undang-undang  Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional ( PROPENAS ) Tahun 2000 — 2004

( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 5 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tabun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nemor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 84 Tahun 2001
{ Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan .embaran

Negara Nomor 4165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022 );

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Dacrah (I.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);

. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tabun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Kenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4029y,

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan

Daerah;

I8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten ~ Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2001 Nomor 7 Seri D )2

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor I Tahun 2003
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2003 Nomor 2 Seri D ):

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2003
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2003 Nomor 16 Seri D ) :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.



Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2003 terdiri atas :

Pendapatan

o

a.Semula Rp. 979.742.586.000,00
b.Bertambah  Rp  31.405.848.500.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp.1.011.148.434.500,00

Belanja
a.Semula Rp. 1.018.761.971.000,00
b.Bertambah Rp.  48.963.624.300,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.067.725.595.300,00

Defisit setelah Perubahan Rp. (56.577.160.800,00)

Pembiavaan
a.Penerimaan
1) Semula Rp. 39.419.385.000,00
2) Bertambah Rp. 43.781.424.664.10
Jumlah Pencrimaan setelah Perubahan Rp. 83.200.809.664,10

b.Pengeluaran
1) Semula Rp. 39.419.385.000,00
2) Bertambah Rp. 43.781.424.664.10
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp._ 83.200.809.664,1

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran
Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



Diundangkan d
pada tanggal

6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;

7. Lampiran VIl Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan .

8. Lampiran VI Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.
Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaipnana tercantum dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan
Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 September 2003

1 Soreang

SEKRETARIST DAERAH KABUPATEN BANDUNG
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2003

Salinan se

NOMOR SERI

suai dengan aslinya

A BAGIAN HUKUM,




